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PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA'
Oleh : Dedy C. Wanindi®

ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara dan
bagaimana pengaturan hukum mengenai
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Dengan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif, maka dapat
disimpulkan: 1. Pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara merupakan kekuasaan
Presiden  selaku Kepala Pemerintahan
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan
negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi
kewenangan vyang bersifat umum dan
kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan
yang bersifat umum meliputi penetapan arah,
kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam
pengelolaan APBN, antara lain penetapan
pedoman pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBN, penetapan
pedoman penyusunan rencana kerja
kementerian negara/lembaga, penetapan gaji
dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan
Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat
khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis
yang berkaitan dengan pengelolaan APBN,
antara lain keputusan sidang kabinet di bidang
pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN,
keputusan dana perimbangan, dan
penghapusan aset dan piutang negara.
2.Pengaturan hukum mengenai pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara sesuai Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara merupakan kewenangan BPK
yang bertugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,
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dan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara. Lingkup Pemeriksaan,
keuangan negara meliputi pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan
atas tanggung jawab keuangan negara. BPK
melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara meliputi
seluruh unsur keuangan negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pemeriksaan  terdiri atas = pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan
atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja
adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan
negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek
ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek
efektivitas.

Kata  kunci:
keuangan negara.

Pemeriksaan, pengelolaan,

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksan Keuangan, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang
mendasar di antaranya Pasal 23 ayat (5)
mengenai kedudukan dan tugas Badan
Pemeriksa Keuangan. Para Pembentuk Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
menyadari bahwa pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab Pemerintah tentang
keuangan negara merupakan kewajiban yang
berat, sehingga perlu dibentuk suatu Badan
Pemeriksa Keuangan vyang terlepas dari
pengaruh dan kekuasaan Pemerintah.

Tuntutan reformasi telah menghendaki
terwujudnya penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN) menuju tata pemerintahan
yang baik, mengharuskan perubahan peraturan
perundang-undangan dan kelembagaan negara.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan salah satu reformasi atas ketentuan
Pasal 23 ayat (5) tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) telah memperkokoh
keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai
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satu lembaga negara yang bebas dan mandiri.
Kedudukan BPK sebagai lembaga negara
pemeriksa keuangan negara perlu dimantapkan
disertai dengan memperkuat peran dan
kinerjanya. Kemandirian dan kebebasan dari
ketergantungan kepada Pemerintah dalam hal
kelembagaan, pemeriksaan, dan pelaporan
sangat diperlukan oleh BPK agar dapat
melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh
Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, Umum, Penyelenggara Negara
mempunyai peran penting dalam mewujudkan
cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas
dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang
sangat penting dalam pemerintahan dan dalam
hal hidupnya negara ialah semangat para
Penyelenggara Negara  dan pernimpin
pemerintahan.

Tindak pidana  korupsi, kolusi, dan
nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh
Penyelenggara Negara, antarPenyelenggara
Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara
dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan
para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta membahayakan eksistensi
negara. Dalam rangka penyelamatan dan
normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan
reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi,
dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara
dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan
misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan
hati nurani rakyat yang menghendaki
terwujudnya Penyelenggara Negara yang
mampu menjalankan tugas dan fungsinya, yang
dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana
diamanatkan oieh Ketetapan Maijelis
Perrnusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia  Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksan
Keuangan,
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Undang-undang ini merupakan bagian atau
subsistem dari peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penegakan hukum
terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Sasaran pokok undang-undang ini
adalah para Penyelenggara Negara yang
meliputi Pejabat Negara pada Lembaga
Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada
Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur,
Hakim, Pejabat Negara, dan atau pejabat lain
yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya
dengan penyeienggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam
undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum
penyelenggaraan negara yang meliputi asas
kepastian hukum, asas tertib penyeienggaraan
negara, asas kepentingan umum, asas
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas
profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Pengaturan tentang peren serta masyarakat
dalam undang-undang ini dimaksud untuk
memberdayakan masyarakat dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang
dimiliki masyarakat diharapkan dapat lebih
bergairah melaksanakan kontrol sosial secara
optimal terhadap penyelenggaraan negara
dengan tetap mnenaati rambu-rambu hukum
yang berlaku.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara ?

2. Bagaimanakah pengaturan hukum
mengenai pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara ?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan
Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum
normatif untuk membahas norma-norma
hukum vyang dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan. Penelitian kepustakaan
dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan
hukum yang mencakup bahan hukum primer,
yaitu peraturan perundang-undangan, bahan
hukum sekunder, yaitu literatur dan karya
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ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri
dari; kamus-kamus hukum.

Penelitian hukum vyang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian
hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan (di samping adanya penelitian
hukum sosiologis atau empiris yang terutama
meneliti data primer).*

PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan

Negara

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, |. Umum,
angka (5) Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan
negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi
kewenangan vyang bersifat umum dan
kewenangan yang bersifat khusus. Untuk
membantu Presiden dalam penyelenggaraan
kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan
tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan
selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah
dalam kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai
pembantu Presiden dalam bidang keuangan
pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer
(CFO)  Pemerintah Republik  Indonesia,
sementara setiap menteri/pimpinan lembaga
pada hakekatnya adalah Chief Operational
Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu
pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan
secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam
pembagian wewenang dan tanggung jawab,
terlaksananya mekanisme checks and balances
serta untuk mendorong upaya peningkatan
profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan. Sub bidang pengelolaan fiskal
meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan
fiskal dan  kerangka ekonomi  makro,
penganggaran, administrasi perpajakan,

4Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan
pengawasan keuangan.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara
sebagian  kekuasaan  Presiden  tersebut
diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota
selaku pengelola keuangan daerah. Demikian
pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah
tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter serta mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh
bank sentral.’

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini
telah  dinyatakan dengan tegas dalam
penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik
Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat)”,
tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(machstaat). Cita-cita filsafat yang telah
dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam
konsep “Indonesia adalah negara hukum”,
mengandung arti, bahwa dalam hubungan
antara hukum dan kekuasaan, bahwa
kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci
kestabilan politik dalam masyarakat.® Dengan
demikian setiap pembicaraan mengenai
hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa
merupakan pembicaraan mengenai keadilan
pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum
hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu
bangunan yang formal. Kita perlu melihatnya
sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan
masyarakatnya.’

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah
merupakan bagian dari pengelolaan keuangan
negara, oleh karenanya asas-asas, prinsip-
prinsip, fungsi dan tujuan pengelolaan
keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari
asas-asas, perinsip-prinsip, fungsi dan tujuan
pengelolaan keuangan negara.?

Perihal keuangan negara diatur dalam:

5Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. I. Umum, angka
f(;5).

Soesilo  Yuwono. Penyelesaian Perkara Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Alumni, Bandung. 1982, hal.3.
7Satjipto Rahardjo. /Imu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
Bandung, 1991, hal.159.
Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Yang Berimplikasi Tindak
Pidana Korupsi), Edis 1. Cetakan. 3. Laksbang Mediatama,
Yogyakarta, 2010, hal. 101.
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1. UU Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran
Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47) tentang
Keuangan Negara;

2. UU Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Rl Tahun 2004 Nomor 5) tentang
Perbendaharaan Negara;

UU Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Rl Tahun 2004 Nomor 66) tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara.9 Negara sebagai suatu
badan hukum publik yang independen juga
menyandang hak dan kewajiban sebagaimana
layaknya suyek hukum lainnya, baik itu orang
perorangan maupun badan hukum perdata
serta badan hukum publik lainnya. *°
Penyelenggaraan negara pun dilaksanakan oleh
orang perorangan yang mewakili dan menjadi
kepercayaan dari seluruh anggota negara yang
merupakan warga negaranya, namun sedikit
berbeda dari badan  hukum lainnya,
keanggotaan dalam suatu negara tidaklah
bersifat sukarela. Negara merupakan suatu
organisasi yang unik yang memiliki otoritas
yang bersifat memaksa di atas subyek hukum
pribadi yang menjadi warga negaranya, walau
demikian  pengurusan pengelolaan atau
penyelenggaraan jalannya negara juga tidak
luput dari mekanisme pertanggungjawaban
oleh  para pengurus, pengelola atau
penyelenggara negara.'!

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai suatu
organisasi yang teratur, negara harus memiliki
harta kekayaan. Harta kekayaan negara ini
datang dari penerimaan negara yang
dipergunakan untuk membiayai segala proses
pengurusan, pengelolaan dan penyelenggaraan
negara tersebut. Di Indonesia, hal-hal yang
berhubungan dengan proses penerimaan dan
pengeluaran dan negara diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu rumusan ketentuan
Pasal 23 dan Amandemennya.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal
6:

® Ibid, hal. 101.

1% Gunawan Widjaja, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara
(Suatu Tinjauan Yuridis), (Seri Kuangan Publik). Ed. 1. Cet.
1. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hal. 2.

" Ibid, hal. 2.

' Ibid, hal. 2-3.
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(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara sebagai bagian dari
kekuasaan pemerintahan.

(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1):

a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan,
selaku pengelola fiskal dan Wakil
Pemerintah dalam kepemilikan
kekayaan negara yang dipisahkan;

b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan

lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang
kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya;

c. diserahkan kepada
gubernur/bupati/walikota selaku

kepala pemerintahan daerah untuk
mengelola keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

d. tidak termasuk kewenangan di bidang
moneter, yang meliputi antara lain
mengeluarkan dan mengedarkan uang,
yang diatur dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Kekuasaan

pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan
yang bersifat umum dan kewenangan yang
bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat
umum meliputi penetapan arah, kebijakan
umum, strategi, dan prioritas dalam
pengelolaan APBN, antara lain penetapan

pedoman pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBN, penetapan
pedoman penyusunan rencana kerja

kementerian negara/lembaga, penetapan gaji
dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan
Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat
khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis
yang berkaitan dengan pengelolaan APBN,
antara lain keputusan sidang kabinet di bidang
pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN,
keputusan dana perimbangan, dan
penghapusan aset dan piutang negara.

Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Dalam ketentuan
ini yang dimaksud dengan lembaga adalah
lembaga negara dan lembaga pemerintah
nonkementerian negara. Di lingkungan lembaga
negara, yang dimaksud dengan pimpinan
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lembaga adalah pejabat yang bertangguing

jawab atas pengelolaan keuangan lembaga

yang bersangkutan.
Pasal 7:

(1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan
negara digunakan untuk mencapai tujuan
bernegara.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi
pemerintahan untuk mencapai tujuan
bernegara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan
APBD.

Pasal 8: Dalam rangka pelaksanaan
kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri

Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka

ekonomi makro;

b) menyusun rancangan APBN dan rancangan

Perubahan APBN;
c) mengesahkan
anggaran;

dokumen

d) melakukan perjanjian internasional di bidang

keuangan;

e) melaksanakan pemungutan pendapatan
negara yang telah ditetapkan dengan
undang-undang;

f) melaksanakan fungsi bendahara umum

negara;
g) menyusun laporan keuangan yang
merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN;

h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang
pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan
undang-undang.

Pasal 9: Menteri/pimpinan lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
mempunyai tugas sebagai berikut :

pelaksanaan

f. mengelola barang milik/kekayaan negara
yang menjadi tanggung jawab kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya;

g. menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan kementerian negara /lembaga
yang dipimpinnya;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi
tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan
undang-undang.

Pasal 9 Huruf (e) Piutang dimaksud dalam
ayat ini adalah hak negara dalam rangka
penerimaan negara bukan pajak yang
pemungutannya menjadi tanggung jawab
kementerian negara/lembaga yang
bersangkutan. Utang dimaksud dalam ayat ini
adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga
dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang
pembayarannya merupakan tanggung jawab
kementerian negara/lembaga berkaitan sebagai
unit pengguna anggaran dan/atau kewajiban
lainnya yang timbul berdasarkan undang-
undang/keputusan  pengadilan. Huruf (g):
Penyusunan dan penyajian laporan keuangan
dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas
dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai
atas penggunaan anggaran.

Pasal 10:

(1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat

(2) hurufc:

a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja
pengelola keuangan daerah selaku
pejabat pengelola APBD;

b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja
perangkat daerah selaku pejabat
pengguna anggaran/barang daerah.

(2) Dalam rangka pengelolaan Keuangan

a.

. melaksanakan

menyusun rancangan anggaran kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya;

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
melaksanakan anggaran kementerian negara
/lembaga yang dipimpinnya;

pemungutan penerimaan
negara bukan pajak dan menyetorkannya ke
Kas Negara;

. mengelola piutang dan utang negara yang

menjadi tanggung jawab kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya;

Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan APBD;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan
Perubahan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan
daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi bendahara umum
daerah;
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e. menyusun laporan keuangan yang
merupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

(3) Kepala satuan kerja perangkat daerah
selaku pejabat pengguna
anggaran/barang daerah mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. menyusun anggaran satuan kerja

perangkat daerah yang dipimpinnya;
b. menyusun dokumen
anggaran;

c. melaksanakan anggaran satuan kerja

perangkat daerah yang dipimpinnya;

d. melaksanakan pemungutan penerimaan

bukan pajak;

e. mengelola utang piutang daerah yang
menjadi tanggung jawab satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya;

f. mengelola barang  milik/kekayaan
daerah yang menjadi tanggung jawab
satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya;

g. menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya.

Penjelasan Pasal 10 ayat (3) Huruf (g):
Penyusunan dan penyajian laporan keuangan
dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas
dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai
atas penggunaan anggaran.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Huruf
(A). Umum, menjelaskan bahwa: Dalam rangka
pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah vyang dikuti dengan perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat
dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola
dalam suatu sistem pengelolaan keuangan
daerah. Pengelolaan  keuangan  daerah
sebagaimana dimaksud merupakan subsistem
dari sistem pengelolaan keuangan negara dan

pelaksanaan
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merupakan elemen pokok dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.?

B. Pengaturan Hukum Mengenai Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara

1. Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa
Keuangan Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa

Keuangan Tugas dan Wewenang. Bagian

Kesatu. Tugas. Pasal 6:

(1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara
lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Layanan Umum, Badan
Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau
badan lain yang mengelola keuangan
negara.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan undang-undang
tentang pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.

(3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

(4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh
akuntan publik berdasarkan ketentuan
undang-undang, laporan hasil pemeriksaan
tersebut wajib disampaikan kepada BPK
dan dipublikasikan.

(5) Dalam melaksanakan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), BPK melakukan pembahasan atas
temuan pemeriksaan dengan objek yang
diperiksa sesuai dengan standar
pemeriksaan keuangan negara.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan tugas BPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan BPK.

Pasal 7:

(1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

13 Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
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(2)

(4)

(5)

(1)

()

(3)

(1)

negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai
dengan kewenangannya.
DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata
Tertib masing-masing lembaga perwakilan.
Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada
DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau
pejabat yang ditunjuk.
Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan
BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur
bersama oleh BPK dengan masing-masing
lembaga perwakilan sesuai  dengan
kewenangannya.
Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang
telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan
DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
Pasal 8:
Untuk keperluan tindak lanjut hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula
hasil pemeriksaan secara tertulis kepada
Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai
dengan kewenangannya.
Tindak lanjut hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan secara tertulis oleh Presiden,
Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan
unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut
kepada instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak
diketahui adanya unsur pidana tersebut.
Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh
pejabat penyidik yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut
hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dan hasilnya diberitahukan secara
tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta
Pemerintah.
Bagian Kedua, Wewenang, Pasal 9
Dalam melaksanakan
berwenang:
a. menentukan objek pemeriksaan,
merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan, menentukan waktu dan

tugasnya, BPK

metode pemeriksaan serta menyusun
dan menyajikan laporan pemeriksaan;

b. meminta keterangan dan/atau dokumen
yang wajib diberikan oleh setiap orang,
unit organisasi Pemerintah  Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara
lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Layanan Umum,
Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga
atau badan Ilain yang mengelola
keuangan negara;

c. melakukan pemeriksaan di tempat
penyimpanan uang dan barang milik
negara, di tempat pelaksanaan kegiatan,
pembukuan dan tata usaha keuangan
negara, serta pemeriksaan terhadap
perhitungan-perhitungan,  surat-surat,
bukti-bukti, rekening koran,
pertanggungjawaban, dan daftar lainnya
yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan negara;

d. menetapkan jenis dokumen, data, serta
informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang
wajib disampaikan kepada BPK;

e. menetapkan standar  pemeriksaan
keuangan negara setelah konsultasi
dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah yang wajib digunakan dalam
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara;

f. menetapkan kode etik pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara;

g. menggunakan tenaga ahli dan/atau
tenaga pemeriksa di luar BPK vyang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

h. membina jabatan fungsional Pemeriksa;

i. memberi pertimbangan atas Standar
Akuntansi Pemerintahan; dan

j. memberi pertimbangan atas rancangan

sistem pengendalian intern Pemerintah
Pusat/Pemerintah  Daerah  sebelum
ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah.
Dokumen, data, serta informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang diminta oleh BPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya
dipergunakan untuk pemeriksaan.

Pasal 10:
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(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah
kerugian negara yang diakibatkan oleh
perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai yang dilakukan oleh
bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan
lembaga atau badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan
negara.

(2) Penilaian kerugian keuangan negara
dan/atau penetapan pihak yang
berkewajiban membayar ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan BPK.

(3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran

ganti kerugian, BPK berwenang memantau:

a. penyelesaian ganti kerugian
negara/daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah terhadap pegawai negeri
bukan bendahara dan pejabat lain;

b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian
negara/daerah  kepada  bendahara,
pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga
atau badan lain yang mengelola
keuangan negara yang telah ditetapkan
oleh BPK; dan

c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian
negara/daerah yang ditetapkan
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis
kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 11: BPK dapat memberikan:

a. pendapat kepada DPR, DPD, DPRD,
Pemerintah  Pusat/Pemerintah  Daerah,
Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan
Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,
dan lembaga atau badan lain, yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

b. pertimbangan atas penyelesaian kerugian
negara/daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah  Pusat/Pemerintah Daerah;
dan/atau

c. keterangan ahli dalam proses peradilan

mengenai kerugian negara/daerah.
Pasal 12: Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan
Pasal 11 diatur dengan Peraturan BPK.

Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya
secara efektif, dalam Undang-undang ini diatur
hal-hal pokok vyang berkaitan dengan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara sebagai berikut:

1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;

2. Lingkup pemeriksaan;

3. Standar pemeriksaan;

4. Kebebasan dan

pelaksanaan pemeriksaan;

Akses pemeriksa terhadap informasi;

6. Kewenangan untuk mengevaluasi
pengendalian intern;

7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut;

8. Pengenaan ganti kerugian negara;

9. Sanksi pidana.™

b

2. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
Lingkup Pemeriksaan BPK, Sebagaimana

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi

pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
jawab mengenai keuangan negara.

Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur

keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi
kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis
pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan
atas laporan keuangan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Pemeriksaan
keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam
rangka memberikan pernyataan opini
tentang tingkat kewajaran informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan
pemerintah.

2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan
atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta
pemeriksaan atas aspek efektivitas yang
lazim dilakukan bagi kepentingan
manajemen oleh aparat pengawasan intern

1 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. I. Umum. A. Dasar
Pemikiran.
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pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengamanatkan BPK untuk

melaksanakan pemeriksaan kinerja
pengelolaan keuangan negara. Tujuan
pemeriksaan ini adalah untuk

mengidentifikasikan hal-hal yang perlu

menjadi perhatian lembaga perwakilan.

Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan

kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang

dibiayai dengan keuangan negara/daerah
diselenggarakan secara ekonomis dan efisien
serta memenuhi sasarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah
pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan
khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam
pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah
pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan
dengan  keuangan dan  pemeriksaan
investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan
sebagaimana dimaksudkan di atas
didasarkan pada suatu standar pemeriksaan.
Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan
mempertimbangkan standar di lingkungan
profesi audit secara internasional. Sebelum
standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu
mengkonsultasikannya dengan pihak
pemerintah serta dengan organisasi profesi
di bidang pemeriksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, mengatur mengenai Lingkup
Pemeriksaan, Pasal 2:

(1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi
pemeriksaan atas pengelolaan keuangan
negara dan pemeriksaan atas tanggung
jawab keuangan negara.

(2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara.

Pasal 3:

(1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara yang dilakukan
oleh BPK  meliputi seluruh  unsur
keuangan negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

(2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh
akuntan publik berdasarkan ketentuan

undang-undang, laporan hasil pemeriksaan

tersebut wajib disampaikan kepada BPK

dan dipublikasikan.

Pasal 4:

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu.

(2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan
atas laporan keuangan.

(3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan
atas pengelolaan keuangan negara yang
terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi
dan efisiensi serta pemeriksaan aspek
efektivitas.

(4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
adalah pemeriksaan yang tidak termasuk
dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5:

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan standar
pemeriksaan.

(2) Standar pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPK,
setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.
Pelaksanaan Pemeriksaan, Pasal 6:

Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan
dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan
waktu dan metode pemeriksaan, serta
penyusunan dan penyajian laporan
pemeriksaan dilakukan secara bebas dan
mandiri oleh BPK.

Pasal 7:

(1) Dalam merencanakan tugas pemeriksaan,
BPK memperhatikan permintaan, saran,
dan pendapat lembaga perwakilan.

(2) Dalam rangka membahas permintaan,
saran, dan pendapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BPK atau lembaga
perwakilan dapat mengadakan pertemuan
konsultasi.

Pasal 8: Dalam merencanakan tugas
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1), BPK dapat mempertimbangkan
informasi dari pemerintah, bank sentral, dan
masyarakat.

Pasal 9:

(1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara, BPK dapat memanfaatkan hasil
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pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah.

(2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan
intern pemerintah wajib disampaikan
kepada BPK.

(3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan,
BPK dapat menggunakan pemeriksa
dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang
bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pasal 10: Dalam pelaksanaan
tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

a. meminta dokumen yang wajib disampaikan
oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan

dengan pelaksanaan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara;

b. mengakses semua data yang disimpan di
berbagai media, aset, lokasi, dan segala
jenis barang atau dokumen dalam
penguasaan atau kendali dari entitas yang
menjadi obyek pemeriksaan atau entitas
lain yang dipandang perlu dalam
pelaksanaan tugas pemeriksaannya;

c. melakukan penyegelan tempat
penyimpanan uang, barang, dan dokumen
pengelolaan keuangan negara;

d. meminta keterangan kepada seseorang;

e. memotret, merekam dan/atau mengambil

sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Pasal 11: Dalam rangka meminta keterangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d,
BPK dapat melakukan pemanggilan kepada
seseorang.

Pasal 12: Dalam rangka pemeriksaan
keuangan  dan/atau  kinerja,  pemeriksa
melakukan pengujian dan penilaian atas
pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah.

Pasal 13: Pemeriksa dapat melaksanakan
pemeriksaan investigatif guna mengungkap
adanya indikasi kerugian negara/daerah
dan/atau unsur pidana.

Pasal 14:

(1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan
unsur pidana, BPK segera melaporkan hal
tersebut kepada instansi yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(2) Tata cara penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
bersama oleh BPK dan Pemerintah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara merupakan kekuasaan Presiden
selaku Kepala Pemerintahan memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara
sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi
kewenangan vyang bersifat umum dan
kewenangan  yang bersifat khusus.
Kewenangan yang bersifat umum meliputi
penetapan arah, kebijakan umum, strategi,
dan prioritas dalam pengelolaan APBN,
antara lain penetapan pedoman
pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban
APBN, penetapan pedoman penyusunan
rencana kerja kementerian negara/lembaga,
penetapan gaji dan tunjangan, serta
pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.
Kewenangan yang bersifat khusus meliputi
keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan
dengan pengelolaan APBN, antara lain
keputusan sidang kabinet di bidang
pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN,
keputusan dana perimbangan, dan
penghapusan aset dan piutang negara.

2. Pengaturan hukum mengenai pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara sesuai Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab  Keuangan Negara merupakan
kewenangan BPK yang bertugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara vyang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara
lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Layanan Umum, Badan
Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau
badan lain yang mengelola keuangan
negara. Lingkup Pemeriksaan, keuangan
negara meliputi pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara dan
pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan
negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara meliputi seluruh unsur
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keuangan negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara.
Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan
atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja
adalah  pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan negara vyang terdiri atas
pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi
serta pemeriksaan aspek efektivitas.

B. Saran

1. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara merupakan kekuasaan Presiden
selaku Kepala Pemerintahan yang perlu
dilaksanakan secara profesional, terbuka,
dan bertanggung jawab sesuai dengan
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan
amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar
1945, dengan memperahtikan asas-asas
umum  seperti asas tahunan, asas
universalitas, asas kesatuan, dan asas
spesialitas maupun asas-asas baru dalam
pengelolaan keuangan seperti: akuntabilitas
berorientasi pada hasil; profesionalitas;
proporsionalitas; keterbukaan dalam
pengelolaan keuangan negara; pemeriksaan
keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas
dan mandiri.

2. Pengaturan hukum mengenai pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara perlu dilaksanakan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Negara sebagai badan
yang bebas dan mandiri  dengan
memperhatikan ~ peraturan  perundang-
undangan, dan dilaksanakan secara efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan
standar pemeriksaan.
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